
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelengggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4120 ); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 

WALIKOTA BAUBAU, 
a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, 
terkoordinasi dan menyeluruh maka diperlukan 
Prosedur Tetap (PROTAP) Penanggulangan Bencana 
sebagai pedoman bagi aparat/instansi pemerintah 
daerah dan masyarakat dalam upaya pengurangan 
risiko bencana di Kota Baubau; 

b. bahwa berhubung dengan maksud huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota Baubau tentang 
Prosedur Tetap (PROTAP) Penanggulangan Bencana di 
Kota Baubau; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA 
KOTABAUBAU 

NOMOR: /1g TAHUN 2014 

TENTANG 

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU 

WALIKOTA BAUBAU 

Mengingat 

Menimbang 

-- 



Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66), 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 723); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 
89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 4 7 41); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4828); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 



Pasal 2 

Prosedur Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai 
acuan bagi instansi yang terkait dalam pelaksanaan penanggulangan 
bencana di wilayah Kota Baubau. 

Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Kota Baubau sebagaimana 
tersebut dalam lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. 

Pasal 1 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR TETAP 
PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA BAUBAU. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang 
Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga 
Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4830); 

13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
69,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4830); 

14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 
2011 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota 
Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 
2011 Nomor 2); 

15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 10 Tahun 
2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau 
Tahun 2011 Nomor 10); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 



BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2014 NOMOR .. ~ 

rs. .Si 
PEM INA UTAMA MADYA 

NIP. 1 630901 199103 1 009 

2. 4.rts>T~!V ! 
3. ¥A , lbP e,o 

1_ E 1'€G· tft:M ~ OttG. I 

PARA.F KOORD h. 
NO. INSTANSI/ UNIT KERJA 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal, SI esember 2014 

Ditetapkan di Baubau 
pada tanggal, 31 Desem 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau. 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian 

Pasal 3 
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